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ABSTRACT 
 
The objective to be achieved is to analyze how the system and procedures of granting and repayment of KKPE 
credit and how the internal control of credit in the system and procedures of granting and repayment of credit 
KKPE in Meritjan Sugar Factory. Type of research used in this research is descriptive research with qualitative 
method. The data used in this study are primary data and secondary data obtained from the interview and 
documentation activities. Based on the results of analysis and interpretation of data implementation of credit 
granting and repayment KKPE can be assessed that the system and procedures and internal control of credit in 
the granting and repayment of credit KKPE still not good, that there is still a duty assignment that can cause 
misappropriation of authority, the absence of credit analysis, Group of credit breakers, and the absence of a 
sudden check. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan yang ingin dicapai adalah menganalisis bagaimana sistem dan prosedur pemberian dan pelunasan kredit 
KKPE serta bagaimana pengendalian intern kredit pada sistem dan prosedur pemberian dan pelunasan kredit 
KKPE di Pabrik Gula Meritjan. Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif dengan metode kualitatif.  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder yang diperoleh dari kegiatan wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisa dan intepretasi 
data pelaksanaan pemberian dan pelunasan kredit KKPE dapat dinilai bahwa sistem dan prosedur serta 
pengendalian intern kredit dalam pemberian dan pelunasan kredit KKPE masih belum baik, yaitu masih terdapat 
adanya perangkapan tugas yang dapat menyebabkan penyelewengan wewenang, belum adanya bagian analisa 
kredit, kelompok pemutus kredit, serta belum adanya pemeriksaan mendadak. 
 
Kata Kunci : Pengendalian Intern, KKPE, Sistem Kredit, Prosedur Kredit, Pemberian Kredit, Pelunasan 
Kredit
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1. PENDAHULUAN 
Petani merupakan sumber penting dalam 
perekonomian di Indonesia. Dalam upaya 
mengembangkan usaha tani masyarakat, modal 
menjadi salah satu unsur penting untuk diperhatikan. 
Lemahnya permodalan yang dialami oleh 
masyarakat pertanian menjadi penghalang untuk 
melakukan perkembangan usaha tani. Disini faktor 
pemerintah sangat dibutuhkan untuk menunjang 
pemberdayaan petani. Pemerintah melakukan 
berbagai upaya untuk menyejahterakan rakyatnya. 
Membantu beban petani dengan menetapkan 
berbagai program yang bisa diakses oleh petani kecil. 
Modal yang dapat dijadikan pembiayaan usaha tani 
ini dapat diperoleh petani kecil dari berbagai 
program kredit pertanian yang telah disediakan oleh 
pemerintah. Jenis-jenis program kredit yang telah 
diluncurkan Kementrian Pertanian saat ini adalah 
dengan adanya Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi 
(KKPE), Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK), 
Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), Kredit 
Usaha Rakyat (KUR), dan Program Kemitraan Bina 
Lingkungan (PKBL). 
Kredit merupakan solusi dalam memperoleh 
dana. Pengertian kredit “Pinjaman yang diberikan 
(kredit) ialah penyediaan uang, atau tagihan-tagihan 
yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan 
persetujuan pinjam-meminjam antara bank dan lain 
pihak dalam hal, pihak peminjam berkewajiban 
melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu 
dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan” 
(Suyatno, 2001:50). Salah satu bentuk dari adanya 
kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan dan 
bank adalah program kredit dari pemerintah yang 
bekerja sama dengan bank pelaksana yang sudah 
ditunjuk oleh Pemerintah. Kredit ini dinamakan 
dengan KKPE. Kredit KKPE ini merupakan kredit 
modal kerja dari pemerintah yang diberikan untuk 
mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan 
di Indonesia. Program KKPE ini didanai untuk 5 
(lima) komoditas pangan utama yaitu padi (beras), 
jagung, kedelai, tebu (gula), dan daging dalam 
rangka mencukupi kebutuhan bahan pangan utama 
dalam negeri dan mengurangi ketergantungan dalam 
impor pangan.  
Pemberian kredit KKPE ini membutuhkan 
suatu sistem yang akan digunakan untuk 
menjalankan pelaksanaan kredit. Pengertian sistem 
menurut Mulyadi (2008:5) pengertian dari sistem 
adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut 
pola yang tepadu untuk melaksanakan kegiatan 
pokok perusahaan. Sistem ini digunakan di dalam 
pelaksanaan Kredit KKPE. Pelaksanaan Kredit 
KKPE ini akan dianalisis untuk mengetahui apakah 
Kredit KKPE yang berjalan di Pabrik Gula Meritjan 
sudah sesuai dengan prosedur, dan melihat adanya 
aspek pemisahan tugas dalam struktur organisasinya. 
Di dalam melaksanakan Kredit KKPE ini berbagai 
pertanyaan pasti timbul diantaranya cara 
pengajuannya seperti apa, besarnya plafon kredit dan 
tingkat suku bunganya, serta sistem kredit KKPE ini 
seperti apa dan apa pengaruhnya terhadap 
masyarakat. Kegiatan kredit KKPE ini merupakan 
usaha yang pada dasarnya didasarkan pada 
kepercayaan dan banyak mengandung resiko. Oleh 
karena itu di dalam pengelolaannya harus dilakukan 
secara baik dan terarah dengan dibantu dengan 
pengendalian internal yang ketat. 
Pengendalian internal merupakan proses 
dimana kinerja dari sebuah perusahaan itu diteliti, 
dicek, dan diperiksa demi memajukan efisiensi 
didalam sebuah perusahaan. Pengertian lain 
mengenai pengendalian internal (internal control) 
secara luas diartikan sebagai prosedur-prosedur serta 
proses-proses yang digunakan perusahaan untuk 
melindungi aset perusahaan, mengolah informasi 
secara akurat, serta memastikan kepatuhan pada 
hukum dan peraturan yang berlaku. (Reeve dkk, 
2013:387). Dari pengertian tersebut dapat kita 
ketahui bahwa didalam pelaksanaan kredit itu perlu 
diadakannya sebuah pengendalian internal untuk 
mengawasi alurnya sebuah kredit tersebut. 
 
2. KAJIAN PUSTAKA 
2.1.    Sistem dan Prosedur Akuntansi 
2.1.1. Pengertian Sistem 
Menurut Cole dalam buku Baridwan 
(2012:3) “Sistem adalah suatu kerangka dari 
prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang 
disusun sesuai dengan suatu skema yang 
menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan 
atau fungsi utama dari perusahaan”. 
2.1.2. Pengertian Prosedur 
Definisi prosedur menurut Mulyadi (2016:4) 
adalah “suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya 
melibatkan beberapa orang dalam satu departemen 
atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan 
secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi 
berulang-ulang”. 
2.1.3. Sistem Akuntansi 
Menurut Ranatarisza dan Noor (2013:6) 
pengertian sistem akuntansi adalah pengorganisasian 
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dokumen atau formulir, catatan akuntansi yang 
dalam hal ini adalah jurnal, dan laporan dari tiap-tiap 
bagian yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk 
menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan 
oleh manajemen. 
2.1.4.  Tujuan Umum Sistem Akuntansi 
Tujuan umum dari sistem akuntansi menurut 
Mulyadi (2016:15) adalah sebagai berikut: 
1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan 
kegiatan usaha baru. 
2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan 
oleh sistem yang sudah ada, baik  mengenai mutu, 
ketepatan  penyajian, maupun struktur 
informasinya. 
3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan 
pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki 
tingkat keandalan (reability) informasi akuntansi 
dan untuk menyediakan catatan lengkap 
mengenai pertanggung jawaban dan perlindungan 
kekayaan perusahaan  
4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam 
penyelenggarakan catatan akuntansi. 
 
2.2.    Pengendalian Intern 
2.2.1. Pengertian Pengendalian 
Menurut Ranatarisza dan Noor (2013:5) 
pengertian pengendalian adalah suatu bentuk 
perlindungan atau kontrol terhadap gangguan 
internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi 
sistem. 
2.2.2. Pengendalian Intern 
Menurut Rahayu dan Suhayati (2013:221) 
pengendalian intern merupakan suatu proses, yang 
dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, 
personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang 
untuk memberikan keyakinan memadai guna 
mencapai tujuan. 
2.2.3. Tujuan Pengendalian Intern 
Tujuan pengendalian intern menurut Baridwan 
(2012:13) adalah: 
1. Menjaga keamanan harta milik suatu organisasi 
2. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data 
akuntansi 
3. Memajukan efisiensi dalam operasi 
4. Membantu menjaga agar tidak ada yang 
menyimpang dari kebijaksanaan manajemen yang 
telah ditetapkan lebih dahulu. 
 
 
 
 
2.3.   Koperasi 
2.3.1 Pengertian Koperasi 
Menurut pasal 1 Undang – Undang No. 25/1992, 
koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan 
orang – orang atau badan hukum koperasi dengan 
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 
koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat 
yang berdasar atas asas kekeluargaan. 
2.3.2. Asas dan Tujuan Koperasi 
Asas dan tujuan dari koperasi ini menurut (Baswir, 
2010: 39) adalah sebagai berikut: 
1. Asas koperasi ini ditetapkan pada Undang – 
Undang Nomor 25/1992 pasal 2, yang 
menetapkan kekeluargaan sebagai asas koperasi 
dan juga sejalan dengan penegasan ayat 1 pasal 33 
Undang – Undang Dasar 1945. 
2. Tujuan utama koperasi adalah untuk 
meningkatkan kesejahteraan ekonomi para 
anggotanya. 
2.3.3. Fungsi dan Peran Koperasi 
Sebagaimana yang dikemukakan dalam pasal 
4 Undang – Undang Nomor 25/1992, fungsi dan 
peran dari koperasi Indonesia dalam garis besarnya 
adalah sebagai berikut: 
1) Membangun dan mengembangkan potensi serta 
kemampuan ekonomi anggota pada khususnya 
dan masyarakat pada umumnya untuk 
meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial 
mereka. 
2) Turut serta secara aktif dalam upaya 
mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan 
masyarakat 
3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai 
dasar kekuatan dan ketahnan perekonomian 
nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya 
4) Berusaha untuk mewujudkan dan 
mengembangkan perekonomian nasional yang 
merupakan usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 
 
2.4.   Perbankan 
2.4.1. Pengertian Bank 
Menurut Undang – Undang RI Nomor 10 
tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang 
dimaksud dengan Bank ialah “Badan usaha yang 
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 
dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya 
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 
banyak”. 
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2.4.2. Fungsi Bank 
Secara umum, fungsi utama bank adalah 
menghimpun dana dari masyarakat dan 
menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk 
berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. 
2.5.   Kredit 
2.5.1. Pengertian Kredit 
Pengertian kredit menurut Undang-Undang 
Perbankan No.10 Tahun 1998 “Kredit adalah 
penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan 
atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank 
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 
untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu 
tertentu dengan pemberian bunga”. 
2.5.2. Tujuan Kredit 
Secara umum tujuan pemberian kredit 
menurut Fahmi (2008:97) yaitu mencari keuntungan, 
membantu usaha nasabah dan membantu 
pemerintah. Berdasarkan tujuan kredit menurut 
Fahmi (2008:97), maka peneliti mengungkapkan 
bahwa kredit ini memiliki tujuan yang diantaranya 
selain mencari keuntungan dan memberikan nasabah 
modal, dapat meningkatkan kesejahteraan dan 
pendapatan masyarakat. 
2.5.3. Permohonan Kredit 
Prosedur pemberian dalam sebuah kredit 
merupakan proses awal untuk mendapatkan kredit 
dan merupakan tahap-tahap yang harus dilalui 
sebelum kredit tersebut diberikan kepada calon 
debitur. Tahap permohonan kredit ini mempunyai 
tujuan agar bank atau lembaga keuangan lain ketika 
memberikan kredit kepada calon debiturnya, mereka 
mudah untuk menilai apakah kredit yang akan 
diberikan itu layak atau ditolak. 
2.6.   Kredit Ketahanan Pangan dan Energi 
2.6.1. Pengertian Kredit Ketahanan Pangan dan 
Energi (KKPE) 
Menurut buku pedoman KKPE Direktorat 
Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana 
dan sarana Pertanian, Kementrian Pertanian tahun 
2015 pengertian KKPE adalah kredit investasi 
dan/atau modal kerja yang diberikan dalam rangka 
mendukung pelaksanaan Program Ketahanan 
Pangan dan Program Pengembangan Tanaman 
Bahan Baku Bahan Bakar Nabati. 
2.6.2. Tujuan Kredit Ketahanan Pangan dan 
Energi (KKPE) 
Tujuan diadakannya program dari 
pemerintah Kredit Ketahanan Pangan dan Energi ini 
menurut buku pedoman KKPE Direktorat 
Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana 
dan sarana Pertanian, Kementrian Pertanian 2015  
adalah sebagai berikut: 
a. Memberikan acuan bagi pemangku kepentingan 
di pusat dan daerah dalam pelaksanaan KKP‐E; 
b. Mengoptimalkan pemanfaatan dana kredit yang 
disediakan oleh perbankan untuk 
petani/peternak/pekebun yang memerlukan 
pembiayaan usahanya secara efektif, efisien, dan 
berkelanjutan; 
c. Mendukung peningkatan produksi dalam 
mencapai ketahanan pangan nasional dan 
ketahanan energi lainnya melalui pengembangan 
tanaman bahan baku bahan bakar nabati. 
 
2.7.   Pengendalian Kredit 
2.7.1. Pengertian Pengendalian Kredit 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
pengawasan merupakan sinonim dari pengendalian, 
yang diartikan sebagai pengawasan kredit (Fahmi 
2008:30) adalah kewajiban bagi para bank dalam 
mengawasi kelancaran terselesaikannya kredit 
tersebut hingga lunas. 
2.7.2. Tujuan Pengendalian Kredit 
Tujuan diadakannya sebuah pengendalian 
kredit menurut Hasibuan (2011:105) adalah sebagai 
berikut: 
a. menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman  
b. mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu 
lancar atau tidak 
c. melakukan tindakan pencegahan dan 
penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah 
d. mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit 
yang dilakukan telah baik atau masih perlu 
disempurnakan 
e. memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan 
analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan 
itu tidak terulang kembali 
f. mengetahui posisi persentase collectability credit 
yang disalurkan bank 
g. meningkatkan moral dan tanggung jawab 
karyawan analisis kredit bank 
2.7.3. Unsur – Unsur Pengendalian Kredit 
Unsur – unsur pengendalian kredit yang 
dikemukakan oleh Tawaf (1992:280) merupakan 
unsur yang harus dipenuhi demi tercapainya tujuan 
dari pengendalian itu sendiri. Ada 6 unsur 
pengendalian kredit, diantaranya adalah sebagai 
berikut: 
a. Aspek pengendalian personel yang kompeten dan 
dapat dipercaya 
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b. Aspek pengendalian adanya pemisahan tugas 
c. Aspek pengendalian prosedur otorisasi yang tepat 
d. Aspek pengendalian dokumen catatan yang 
memadai 
e. Aspek pengendalian control fisik aktiva dan 
catatan 
f. Aspek pengendalian pemeriksaan pekerjaan 
secara independen. 
 
3. METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian 
yang dilakukan oleh peneliti ini berlokasi pada 
Pabrik Gula Meritjan berlokasi kurang lebih ±5 km 
sebelah utara Kota Kediri, tepatnya berada di Jalan 
Merbabu RT. 005 RW 007, Kel Mrican-Mojoroto 
Kediri. Sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan data primer dan data 
sekunder dengan teknik pengumpulan data dengan 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Intrumen 
penelitian dalam penelitian ini berdasarkan pedoman 
wawancara, pedoman observasi dan catatan 
lapangan. Langkah-langkah dalam analisis data 
adalah sebagai berikut:  
a) Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan 
sistem dan prosedur pemberian dan pelunasan 
Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) 
pada Pabrik Gula Meritjan. 
b) Menganalisis pelaksanaan pengendalian intern 
kredit pada sistem dan prosedur pemberian dan 
pelunasan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi 
(KKPE)  pada Pabrik Gula Meritjan yang meliputi 
unsur – unsur kredit sebagai berikut: 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.2. Pelaksanaan Sistem Dan Prosedur 
Pemberian Dan Pelunasan Kredit 
Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) 
Pada Pabrik Gula Meritjan 
a. Pada saat permohonan kredit 
Pada Pabrik Gula Meritjan, prosedur 
permohonan kredit KKPE dilakukan dengan dua 
cara, Cara yang pertama adalah petani dengan datang 
sendiri ke bagian koperasi di Pabrik Gula Meritjan 
untuk melakukan pengajuan kredit KKPE, yaitu 
koperasi Tentrem dan koperasi Rukun Jaya.  Cara 
yang kedua adalah dengan asisten muda dan asisten 
manajer bagian tanaman yang melakukan pencarian 
lahan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing 
dan menawari petani pemilik lahan tersebut untuk 
persetujuan bahwa lahan tersebut mau didaftarkan 
dan diberikan kredit atau tidak.  Setelah ada kata 
kesepakatan antara petani dengan petugas dari 
Pabrik Gula, petani menyerahkan persyaratan serta 
berkas petani yang diberikan kepada koperasi, pada 
proses tersebut, masih belum di lakukan adanya 
wawancara I yaitu wawancara yang seharusnya 
dilakukan oleh karyawan koperasi bagian pelayanan 
pengajuan permohonan kredit KKPE dengan calon 
petani yang mengajukan. 
b. Pada saat proses analisa kredit 
Pada Pabrik Gula Meritjan, proses analisis 
kredit dimulai dari analisa kredit sampai dengan 
penilaian jaminan dilakukan oleh dua bagian yaitu 
oleh Asisten Manajer bagian tanaman untuk analisis 
kredit dan bagian penilaian jaminan dilakukan oleh 
Asisten Muda Administrasi Perkreditan Hasil. 
Asisten manajer bagian tanaman melakukan 
analisa kredit petani dimulai dari peninjauan lahan 
petani dan karakter petani itu sendiri serta 
merekomendasikan dana besar kredit sesuai dengan 
analisa yang telah ia lakukan saat analisa.  
Sedangkan untuk penilaian jaminan hanya dilakukan 
oleh Asisten Muda Administrasi Perkreditan Hasil 
yang menilai jaminan dari petani tersebut berupa 
BPKB  (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan 
SHM (Sertifikat Hak Milik) petani. Nilai 
jaminan/agunan tersebut harus sama dengan jumlah 
kredit yang telah diajukan untuk Kredit KKPE. 
Untuk bagian analisa kredit dan penilaian jaminan 
sudah dilakukan dengan dua bagian yang berbeda. 
Namun pada bagian yang bertindak sebagai 
pengajuan kredit KKPE yang dilakukan oleh Asisten 
manajer bagian tanaman merangkap juga sebagai 
bagian analisis kredit. Seharusnya dibedakan antara 
analisis kredit dengan bagian pengajuan permohonan 
kredit. 
c. Pada saat penarikan kredit 
Pada Pabrik Gula Meritjan, proses penarikan 
kredit tidak dilakukan seperti di bank pada umumnya 
karena petani mengirimkan tebu untuk melunasi 
piutang sesuai dengan kontrak perjanjian yang telah 
tertulis. Jika sampai petani tidak mengirimkan tebu 
ke Pabrik Gula Meritjan maka akan dikenakan sanksi 
dan diproses sesuai dengan perjanjian yang tertulis. 
Dan bagian yang menangani penarikan kredit 
tersebut adalah bagian asisten manajer tanaman 
masing – masing distrik/wilayah petani kredit 
binaanya. Serta untuk laporan, data, dan dokumen 
petani yang memegang adalah bagian asisten 
manajer bagian administrasi perkreditan hasil untuk 
melakukan perintah penarikan yang nantinya akan 
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dilakukan oleh asisten muda bagian perkreditan hasil 
serta dibantu bagian asisten manajer bagian tanaman 
sesuai wilayah/distrik petani binaaanya. 
d. Pada saat monitoring kredit 
Pada Pabrik Gula Meritjan, pada proses 
monitoring yang melakukannya adalah bagian 
Asisten Manajer Administrasi Perkreditan Hasil. 
Asisten Manajer Administrasi Perkreditan Hasil 
mempunyai data dan dokumen petani yang sudah 
dikelola dan disimpan dengan baik oleh asisten muda 
administrasi perkreditan hasil juga.  Asisten muda 
administrasi perkreditan hasil ini yang membantu 
dalam proses pendokumenan data milik petani. 
Bagian penilai jaminan atau Asisten muda 
administrasi perkreditan hasil ini menjalin hubungan 
yang baik dengan para petani kredit KKPE. Namun 
untuk pengawasan dan monitoring, tetap menjadi 
tanggung jawab Asisten Manajer bagian 
Administrasi Perkreditan Hasil yang melakukannya. 
 
4.3. Pengendalian Intern Kredit pada Sistem 
dan Prosedur Pemberian dan Pelunasan 
Kredit (KKPE) Pada Pabrik Gula Meritjan 
4.3.1. Pengendalian Personel Yang Kompeten 
Dan Dapat Dipercaya 
a. Pada saat permohonan kredit 
Pada saat permohonan kredit KKPE di Pabrik 
Gula Meritjan, bagian Asisten Manajer bagian 
tanaman yang menjadi personil yang kompeten dan 
dapat dipercaya pada saat permohonan kreidt KKPE. 
Asisten manajer bagian tanaman ini melakukan 
proses pendaftaran lahan dari petani dan bagian 
koperasi khususnya karyawan yang khusus melayani 
pengajuan/pernohonan kredit KKPE juga melakukan 
proses permohonan dengan baik dan dapat 
dipercaya. Kedua bagian ini tahu syarat, fasilitas, dan 
data – data apa saja yang harus diperlukan calon 
petani kredit dalam melakukan pengajuan kredit 
KKPE. 
b. Pada saat proses analisa kredit 
Pada Pabrik Gula Meritjan, pengendalian 
kredit yang memadai dalam personel yang 
berkompeten dan dapat dipercaya belum 
dilaksanakan dengan baik dikarenakan pada saat 
analisa kredit bagian ini dilakukan dalam satu bagain 
yaitu bagian asisten manajer bagian tanaman yang 
juga melakukan sebagai pencarian lahan petani 
untuk didaftarkan sebagai petani binaan kredit 
KKPE  juga melakukan tentang analisis kredit petani 
tersebut. Analisis kredit yang dilakukan oleh asisten 
manajer bagian tanaman ini dimulai dari kelayakan 
lahan, karakter petani, serta besaran rekomendasi 
biaya kredit yang akan diberikan ke calon petani 
kredit. Dikhawatirkan terjadi penyelewengan, tidak 
jujur, dan tidak obyektif dalam melakukan tugasnya 
maka sebaiknya didalam bagian analisa kredit harus 
dilakukan oleh analis kredit dan fokus dalam satu 
bagian tugas dan sesuai wewenangnya. 
c. Pada saat penarikan kredit 
Pada Pabrik Gula Meritjan, pada saat proses 
penarikan kredit dalam hal personel yang 
berkompeten dan dapat dipercaya telah dilakukan 
dengan baik karena pada bagian ini dilakukan oleh 
asisten manajer bagian tanaman yang telah memiliki 
pengetahuan yuridis tentang pengikatan perjanjian 
kredit antara Pabrik gula dengan petani itu sendiri 
yang dibuatkan oleh koperasi dan penguasaan 
jaminan/agunan dari petani dilakukan oleh bagian 
Asisten muda administrasi perkreditan hasil untuk 
dilkaukan penhikatan jaminan. Pengikatan jaminan 
dilakukan apabila agunan/jaminan tersebut sudah 
dikatakan layak dan masih bisa untuk dikategorikan 
untuk diberikan kredit serta telah dilakukan 
pengajuan permohonan kredit dan akan dibuatkan 
PK atau perjanjian kredit yang nantinya akan 
dibuatkan oleh bagian koperasi. 
d. Pada saat monitoring kredit 
Pada Pabrik Gula Meritjan, pengendalian 
kredit pada saat monitoring dalam hal personel yang 
berkompeten dan dapat dipercaya sudah diterapkan 
serta dilakukan dengan baik oleh bagian Asisten 
manajer bagian administrasi perkreditan hasil selaku 
pimpinan dari bagian perkreditan yang memang 
menangani tentang perkreditan kredit KKPE. 
Asisten manajer bagian perkreditan dan hasil ini 
mampu dan mengerti serta memahami tentang 
laporan – laporan petani kredit yang sudah menjadi 
petani kredit KKPE di Pabrik Gula Meritjan. Setiap 
periodenya asisten manajer perkreditan dan hasil ini 
melakukan monitoring terhadap laporan – laporan 
petani kredit dan apabila menemukan hal yang 
menyimpang dari ynag sudah tertera di perjanjian 
kredit maka akan dilakukan proses yang lebih lanjut. 
 
4.3.2. Pengendalian Adanya Pemisahan Tugas 
a) Pada saat permohonan kredit 
Pada Pabrik Gula Meritjan, pengendalian kredit 
dalam faktor adanya pemisahan tugas pada saat 
permohonan kredit KKPE sudah dilakukan dengan 
cukup baik karena pada bagian petugas penilai 
jaminan dengan petugas analisa kredit dilakukan 
berbeda dan dilakukan oleh dua orang. Pada bagian 
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petugas penilai jaminan sudah dilkaukan oleh bagian 
asisten muda bagian administrasi perkreditan dan 
hasil yang tugasnya melakukan pengecekan terhdap 
jaminan/agunan yang diajukan untuk permohonan 
kredit KKPE oleh calon petani. Oleh bagian tersebut, 
agunan/jaminan petani tersebut dianalisa dan dicek 
apakah jaminan tersebut milik petani atau bukan 
serta dinilai apakah nilai dari agunan tersebut masih 
layak nilainya untuk dijadikan agunan, mengingat 
dalam pengajuan kredit KKPE agunan/jaminan harus 
memenuhi kriteria dan batas tahun yan ditetapkan. 
Sedangkan untuk bagian yang melakukan analisa 
kredit dilakukan oleh asisten manajer bagian 
tanaman yang akan melakukan analis kredit sesuai 
yang ia lakukan pada saat (on the spot) pemeriksaan 
lahan serta karakter petaninya. Namun pada bagian 
analis kredit, asisten manajer bagian tanaman ini 
masih merangkap tugasnya yaitu sebagai pencari 
lahan petani yang akan didaftarkan kredit dan 
melakukan proses pendaftaran/pengajuan 
permohonan KKPE dan ia merangkap juga sebagai 
analis kredit yang juga akan memberikan 
rekomendasi berapa besar dana yang akan diberikan 
kepada calon petani kredit tersebut. Hal ini 
dikhawatirkan akan menimbulkan penyelewengan 
dan bukan wewenangnya. 
b) Pada saat proses analisa kredit 
Pada Pabrik Gula Meritjan, pengendalian 
kredit dalam aspek pemisahan tugas pada saat proses 
analisa kredit belum dilaksanakan dengan baik, 
karena hasil analisa kredit yang dilakukan oleh 
bagian asisten manajer tanaman yang sekaligus 
merangkap sebagai analis kredit ini tidak dinilai 
kembali ke bagian pejabat yang lebih tinggi untuk 
diberikan rekomendasi bahwa kredit ini layak untuk 
diberikan kredit atau tidak. Sebaiknya analisa kredit 
harus dilakukan oleh bagian yang berbeda bukan 
oleh bagian asisten manajer bagian tanaman saja, 
melainkan ada bagian analis kredit sendiri dan 
nantinya analis kredit ini akan memberikan 
rekomendasi berapa besar dana yang akan diberikan 
oleh calon petani kredit serta memberikan laporan 
analisa kreditnya kepada pejabat yang lebih tinggi 
untuk diproses dan dinilai lagi dari hasil usulan analis 
kredit tersebut apakah kredit tersebut layak untuk 
diberikan kepada calon petani kredit tersebut 
mengingat dengan syarat dan kriteria yang telah 
ditetapkan dan kemudian dilakukan putusan kredit. 
c) Pada saat penarikan kredit 
Pada Pabrik Gula Meritjan, pengendalian 
kredit pada saat proses penarikan kredit sudah cukup  
memadai, karena untuk pejabat yang memiliki 
wewenang untuk melakukan persetujuan penarikan 
kredit KKPE sudah dipisahkan dengan bagian 
petugas yang melaksanakan proses penarikan 
tersebut. Bagian pejabat yang memiliki wewenang 
untuk melakukan persetujuan atas penarikan kredit 
adalah bagian asisten manajer perkreditan dan hasil. 
Sedangkan bagian yang melaksankan penarikan 
kredit tersebut adalah bagian asisten manajer bagian 
tanaman yang melakukan proses penarikan. Serta 
dibantu oleh bagian asisten muda untuk melengkapi 
data dan dokumen petani kredit tersebut agar dapat 
dilakukannya proses penarikan 
d) Pada saat monitoring kredit 
Pada Pabrik Gula Meritjan, pengendalian 
kredit pada saat proses monitoring kredit KKPE 
sudah cukup baik hal itu dapat dilihat dari petugas 
yang menjadi sebagai pengelola kredit yang 
dilakukan oleh asisten muda perkreditan dan hasil 
untuk menginformasikan segala kredit petani dan 
data mengenai laporan kolektabilitas petani kredit 
yang selanjutnya akan diberikan kepada pejabat yang 
tinggi yaitu ke asisten manajer bagian perkreditan 
dan hasil. Jika ada suatu masalah yang terjadi akan 
diberikan tindakan yang sesuai dan sesuai perjanjian 
kredit yang telah ditulis dan disepakati. 
4.3.3. Pengendalian Prosedur Otorisasi yang 
Tepat 
a) Pada saat permohonan kredit 
Pada Pabrik Gula Meritjan, pengendalian 
kredit pada saat permohonan kredit KKPE dalam hal 
prosedur otorisasi yang tepat ini sudah dilakukan 
dengan baik, dilihat dari prosedur permohonan kredit 
yang telah dilakukan sudah sesuai dengan proses 
yang seharusnya dilakukan serta sudah memenuhi 
prosedur dan dilakukan oleh bagian yang menangani 
saat proses permohonan kredit. Sesuai pula dengan 
struktur organisasi yang telah ada dan dilakukan 
sesuai dengan wewenangnya. 
b) Pada saat proses analisa kredit 
Pada Pabrik Gula Meritjan ini, pengendalian 
kredit dalam hal prosedur otorisasi yang tepat pada 
saat proses analisa kredit telah mencerminkan 
pengendalian kredit yang kurang memadai, 
dikarenakan pada saat analisa kredit petani kredit 
belum dilakukannya proses pemutusan kredit oleh 
bagian pemutus kredit dimana penentuan pemutusan 
kredit juga direkomendasikan oleh bagian analis 
kredit. Pada saat analisa kredit petani, yang 
melakukan proses analis kredit ini adalah bagian 
asisten manajer bagian tanaman yang telah 
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merangkap juga sebagai analisa kredit, dan tidak ada 
bagian analis kredit yang mempunyai tugas khusus 
untuk menganalis petani kredit KKPE. Hal seperti ini 
dikhawatirkan akan terjadi sebuah penyelewengan 
sehingga perlu adanya untuk dipisahkan antara 
bagian analis kredit dengan bagian yang lain sesuai 
tugas dan wewenangnya masing – masing. 
c) Pada saat penarikan kredit 
Pada Pabrik Gula Meritjan, pengendalian 
kredit yang dilihat dari aspek prosedur otorisasi yang 
tepat pada saat penarikan kredit adalah sudah cukup 
memadai dikarenakan hanya pejabat bagian kredit 
saja yang berwenang yang dapat memberikan 
otorisasi atas penarikan kredit kepada petani kredit 
KKPE. Dalam hal ini asisten manajer bagian 
perkreditan dan hasil inilah yang mempunyai 
otorisasi serta juga diawasi oleh atasan pimpinan 
yaitu manager keuangan. 
d) Pada saat monitoring kredit 
Pada Pabrik Gula Meritjan, pengendalian 
kredit dalam yang dilihat dari aspek prosedur 
otorisasi yang tepat pada saat monitoring adalah 
sudah cukup memadai karena pada bagian petugas 
bagian kredit yang dilakukan oleh asisten muda 
bagian administrasi perkreditan dan hasil sudah 
memperhatikan tentang catatan – catatan petani 
kredit serta bagian pimpinan yaitu asisten manajer 
bagian administrasi perkreditan dan hasil 
memperhatikan pada laporan laporan petani kredit 
yang setiap periodenya dilakukan pengumpulan 
informasi oleh asisten muda bagian administrasi 
perkreditan dan hasil. Jiika ada proses yang salah dan 
terjadi masalah akan segera ditinjak lanjuti oleh 
bagian pimpinan yang berwenang yaitu oleh asisten 
manajer bagian administrasi perkreditan dan hasil 
yang diatasi oleh manajer keuangan. 
 
4.3.4. Pengendalian Dokumen Catatan yang 
Memadai 
a. Pada saat permohonan kredit 
Pada Pabrik Gula Meritjan, pengendalian 
kredit yang dilihat pada pengendalian dokumen 
catatan yang memadai saat permohonan kredit sudah 
dilakukan dengan baik mengingat pada saat 
permohonan kredit diajukan kepada bagian koperasi 
yang ada di Pabrik Gula Meritjan dan bagian asisten 
manajer tanaman yang sudah melakukan pendataan 
untuk petani kredit yang melakukan permohonan 
KKPE untuk segera diproses pengajuannya sudah 
memiliki kelengkapan data yang akurat. Data calon 
petani kredit ini yang  telah didata saat permohonan 
di bagian koperasi juga akan diinput oleh bagian juru 
tulis bagian administrasi perkreditan dan hasil untuk 
proses kelengkapan datanya. Informasi – informasi 
mengenai data petani sudah tertulis dengan baik serta 
perjanjian kredit yang sudah dibuat itu juga dibuat 3 
rangkap untuk kelengkapan, keakuratan, 
kelengkapan dan keabsahan data. 
b. Pada saat proses analisa kredit 
Pada Pabrik Gula Meritjan, dilihat dari aspek 
dokumen dan catatan yang memadai pada saat proses 
analisa kredit adalah sudah memadai dan baik. 
Dilihat dari proses analisa kreditnya, proses analisa 
dilakukan dengan cara melihat data asli dari calon 
petani kredit tersebut. Infomasi selengkap mungkin 
yang sudah diperoleh untuk dilakukan proses analisa 
kredit. Selain bagian koperasi yang sudah 
mempunyai dokumen, informasi, dan data 
kelengkapan petani kredit ini, bagian juru tulis 
administrasi perkreditan hasil juga sudah menginput 
ke soft file excel  untuk dilakukan penginputan data 
kelengkapan serta data perjanjian dari petani kredit 
yang mengajukan kredit KKPE tersebut. Hal ini 
dilakukan agar data petani kredit KKPE tersebut bisa 
disimpan sebagai kelengkapan data dan informasi, 
jika terjadi sebuah masalah bisa dilakukan proses 
tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pimpinan 
yaitu asisten manajer bagian administrasi perkreditan 
dan hasil. 
c. Pada saat penarikan kredit 
Pada Pabrik Gula Meritjan, dilihat dari aspek 
dokumen dan catatan yang memadai pada saat proses 
penarikan kredit adalah sudah dilkaukan dengan baik 
mengingat dokumen – dokumen dan standarisasi atas 
dokumen tersebut sudah dilakukan dengan baik, 
melalui dokumen Pembagian Bagi Hasil Efektif 
hutang piutang (PBHE) petani kredit tersebut serta 
dokumen dan data yang sudah dicatat dan otomatis 
dalam sistem SAP di Pabrik Gula Meritjan, yaitu 
sistem SAP (System, Application & Products In Data 
Proccesing). 
d. Pada saat monitoring kredit 
Pada Pabrik Gula Meritjan, dilihat dari aspek 
dokumen dan catatan yang memadai pada saat proses 
monitoring adalah sudah baik dan memadai. Dilihat 
dari file perkreditan yang sudah terpelihara yang 
meliputi kredit file serta data mengenai petani kredit 
sudah disimpan dengan baik dan aman oleh bagian 
asisten muda administrasi perkreditan dan hasil. 
Tempat penyimpanan dokumen pun juga sangat 
aman dan dijaga keamanannya terutama dokumen 
dan file jaminan/agunan dari petani kredit yang 
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disimpan di brankas khusus yang disediakan untuk 
menaruh file penting seperti agunan/jaminan petani 
kredit KKPE. 
 
4.3.5. Pengendalian Kontrol Fisik Akfiva dan 
Catatan 
a) Pada saat permohonan kredit 
Pada Pabrik Gula Meritjan pengendalian 
kredit yang dilihat dari aspek pengendalian kontrol 
fisik aktiva dan catatan pada saat permohonan sudah 
dilakukan dengan baik oleh bagian asisten manajer 
bagian tanaman. Pemeriksaan di tempat (on the spot) 
dalam permohonan kredit KKPE sudah dilakukan 
sesuai prosedur serta di sesuaikan dengan data yang 
sudah diperoleh dari petani kredit tersebut. Untuk 
pemeriksaan jaminan hanya dilakukan pemeriksaan 
berdasarkan surat dan sertifikat tanah (SHM) yang 
diberikan kepada bagian asisten muda bagian 
admnistrasi perkreditan dan hasil namun tidak 
dilakukan dengan pemeriksaan langsung (on the 
spot). 
b) Pada saat proses analisa kredit 
Pada Pabrik Gula Meritjan pengendalian 
kredit yang dilihat dari aspek pengendalian kontrol 
fisik aktiva dan catatan pada saat analisa kredit 
adalah sudah baik dilihat pada saat proses analisa 
kreditnya, asisten manajer bagian tanaman ini 
melakukan analisa berdasarkan hasil pemeriksaan di 
tempat (on the spot) untuk menganalisa petani 
tersebut mulai dari kelayakan lahan petani, karakter 
petani, serta dicocokan dengan data petani yang 
sudah diperoleh saat pengajuan kredit KKPE. 
Pemeriksaan (on the spot) ini dilakukan agar hasil 
data yang sudah diperoleh sebelumnya saat 
pengajuan pemohonan kredit KKPE sesuai dengan 
kenyataan di lapangan. 
c) Pada saat penarikan kredit 
Pada Pabrik Gula Meritjan pengendalian 
kredit yang dilihat dari aspek pengendalian kontrol 
fisik aktiva dan catatan pada saat penarikan kredit 
sudah cukup baik dilihat dari dokumen – dokumen 
milih petani kredit yang disimpan oleh asisten muda 
bagian administrasi perkreditan hasil sudah disimpan 
ke dalam tempat yang aman yaitu brankas dokumen 
yang tidak sembarang orang bisa mengakses tempat 
brankas dokumen tersebut serta mengambilnya dan 
hanya atas izin pimpinan saja boleh membukanya. 
d) Pada saat monitoring kredit 
Pada Pabrik Gula Meritjan pengendalian kredit 
yang dilihat dari aspek pengendalian kontrol fisik 
aktiva dan catatan pada saat monitoring adalah 
belum cukup memadai dikarenakan asisten manajer 
bagian perkreditan dan hasil belum melakukan 
pemeriksaan (on the spot) langsung dimana 
dilakukan pemeriksaan di lapangan untuk 
mencocokan dengan laporan petani setiap periode 
yang diberikan asisten muda bagian admnistrasi 
perkreditan dan hasil kepada asisten manajer bagian 
administrasi perkreditan dan hasil apakah petani 
tersebut sudah mengelola dana kredit KKPE yang 
diberikan untuk usaha modal kerja untuk mengelola 
tebunya dengan baik. 
 
4.3.6. Pengendalian Pemeriksaan Pekerjaan 
Secara Independen 
Pada Pabrik Gula Meritjan pengendalian 
kredit yang dilihat dari aspek pengendalian 
pemeriksaan pekerjaan secara independen adalah 
cukup baik karena pemeriksaan pekerjaan dan 
laporan keuangan sudah dilakukan oleh bagian yang 
sudah ditunjuk oleh bagian Kantor Direksi yaitu 
bagian auditor untuk datang 4 bulan sekali agar 
melaksanakan pengecekan dan pemeriksaan atas 
pelaksanaan kredit KKPE ini. Pemeriksaan intern 
dilakukan oleh bagian auditor dari Kantor Direksi 
PT. Perkebunan Nusantara X yaitu dari Satuan 
Pengawasan Intern (SPI). 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
1. Sistem dan Prosedur Pemberian dan Pelunasan 
Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) 
Pada Pabrik Gula Meritjan.  
Berdasarkan analisis dari penelitian yang 
telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistem 
dan prosedur pemberian dan pelunasan Kredit 
Ketahanan Pangan dan Energi di Pabrik Gula 
Meritjan belum sepenuhnya baik karena masih 
terdapat beberapa masalah, yaitu: 
a. Belum terdapat adanya bagian analisis kredit 
yang ditugaskan untuk menganalisis apakah 
kredit yang akan diberikan sudah layak untuk 
diberikan. 
b. Belum adanya bagian Kelompok Pemutus 
Kredit yang ada di bagian Administrasi 
Perkreditan dan Hasil sebagai penentuan 
apakah kredit yang diajukan perlu disetujui 
atau tidak. 
c. Belum dilakukannya proses on the spot secara 
teratur terhadap usaha tebu petani kredit yang 
sudah mengajukan kredit KKPE oleh bagian 
Administrasi Perkreditan Hasil. 
  
Jurnal Administrasi Bisnis  (JAB)|Vol. 50  No. 1  September 2017|                                                                                                                        
administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id    
219 
 
2. Pengendalian Intern Pemberian dan Pelunasan 
Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) 
Pada Pabrik Gula Meritjan. 
Berdasarkan analisis dari penelitian yang 
telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 
beberapa aspek dalam pengendalian intern 
pemberian dan pelunasan Kredit Ketahanan 
Pangan dan Energi di dalam Pabrik Gula Meritjan 
belum sepenuhnya baik karena masih terdapat 
beberapa masalah, yaitu:  
a. Pada saat analisa kredit pengendalian personel 
yang kompeten dan dapat dipercaya masih 
belum dilakukan dengan baik dikarenakan 
masih ada beberapa bagian yang merangkap 
tugasnya menjadi satu bagian. 
b. Pada saat monitoring pengendalian kredit ini 
belum cukup baik dikarenakan belum 
mengadakan adanya pemeriksaan (on the spot) 
c. Pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor 
Satuan Pengawasan Intern dari Kantor Direksi 
hanya dilakukan secara 4 bulan sekali dan dari 
Kantor Akuntan Publik setahun sekali yang 
sifatnya rutin dan teratur, namun belum ada 
pemeriksaan mendadak sehingga bagian yang 
akan diperiksa dapat mempersiapkan diri 
terlebih dahulu. 
 
5.2. Saran 
1. Sistem dan Prosedur Pemberian dan Pelunasan 
Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) 
Pada Pabrik Gula Meritjan. 
a. Pemisahan fungsi antara bagian tanaman. 
Disarankan agar Pabrik Gula Meritjan 
menambah bagian analis kredit sendiri. 
b. Penambahan fungsi Kelompok Pemutus 
Kredit. 
c. Peneliti menyarankan agar di dalam 
memonitoring kredit bagian Administrasi 
Perkreditan Hasil harus melakukan 
pemeriksaan on the spot secara teratur bersama 
dengan bagian tanaman 
2. Pengendalian Intern Pemberian dan Pelunasan 
Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) 
Pada Pabrik Gula Meritjan. 
a. Pemisahan fungsi antara bagian Asisten 
Manajer bagian tanaman yang sudah 
merangkap menjadi bagian yang menganalisis 
kredit petani kredit 
b. Pelaksanaan pemeriksaan secara on the spot  
secara teratur atas proyek usaha dari petani 
tebu kredit yang akan dilakukan oleh Asisten 
Manajer bagian Administrasi Kredit agar tahu 
bahwa dana kredit yang sudah diberikan 
apakah sudah dipergunakan dengan baik serta 
dapat melihat dari kesuksesan proyek usaha 
petani tebu (mengolah tebu dengan baik). 
c. Dilakukannya sebuah pemeriksaan mendadak 
(Surprised Audit) dimana nanti auditor yang 
ditunjuk oleh Kantor Direksi datang untuk 
memeriksa ke Pabrik Gula Meritjan tanpa 
pemberitahuan terlebih dahulu agar para 
petugas/karyawan dapat mempersiapkan diri 
setiap hari untuk melaporkan laporan 
keuangannya dan mempunyai sikap berjaga-
jaga serta kesiapan diri yang matang dan 
pemeriksaan mendadak. 
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